TUNGG,
AL

MENTERI AGRARI DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pemberian dan perhitungan tunjangan kinerja
bagi pegawai di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah diatur dalam
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Kinerja di
Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan

Pertanahan Nasional;



Mengingat

bahwa sebagai bentuk apresiasi atas kinerja bagi pegawai
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional dan untuk memotivasi satuan kerja yang telah
mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM),
perlu diberikan penambahan tunjangan kinerja;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Kinerja di
Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan

Pertanahan Nasional,

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan
Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);



10.

Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2016 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 346);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2014 Kelas
Jabatan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1822)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2014 Kelas
Jabatan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 345);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Kinerja di
Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1823);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191);



Menetapkan :

11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1874)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 500);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA
RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR
14 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN
NASIONAL.

Pasal I
Ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Kinerja
di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1823), diubah sehingga Pasal 16 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 16
(1) Penambahan Tunjangan Kinerja dilakukan dengan
persyaratan:
a. Pegawai yang mendapatkan nilai kinerja sangat

(amat) baik pada tahun berjalan; atau



(2)

(3)

(4)

()

b. Pegawai pada unit kerja yang mendapatkan predikat
Wilayah Bebas Korupsi dan/atau Wilayah Birokrasi
Bersih Melayani berdasarkan hasil penilaian dari
Kementerian yang membidangi urusan
pendayagunaan aparatur negara dan reformasi
birokrasi;

Penambahan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diberikan paling tinggi sama dengan

besaran Tunjangan Kinerja 1 (satu) tingkat di atas kelas
jabatan pegawai yang bersangkutan.

Dalam hal pegawai tidak lagi memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan

penyesuaian Tunjangan Kinerja.

Terhadap pegawai yang mendapatkan penambahan

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

tetap berlaku tata cara penghitungan Tunjangan Kinerja

dalam Peraturan Menteri ini.

Besaran penambahan dan penerima Tunjangan Kinerja

ditetapkan dengan Keputusan Menteri sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 April 2019
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